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ansesuaiUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa di Desa Bukit
PayungKecamatanBangkinangKabupaten Kampardanfaktor-faktorapasaja yang
menghambatPeranBadanPermusyawaratanDesadalammenjalankanfungsipengawa
sanmenurutUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa di Desa Bukit
PayungKecamatanBangkinangKabupaten Kampar.
Metodepenelitianinimerupakanpenelitianhukumsosiologisdanbersifatdeskri
ptif.Lokasipenelitianinidilakukan di Desa Bukit
PayungKecamatanBangkinangKabupaten Kampar.Sumber data
daripenelitianiniyaitudarihasilwawancaraterhadapinformansebanyak8 orang yakni
Pejabat Sementara (PJS) Kepala
Desa,ketuadananggotaBadanPermusyawaratanDesa, yaitu 1 orang ketua BPD dan
6 orang anggota BPD di Desa Bukit Payung.
Kemampuanmenyusunperaturandesamenjadikemahiranmutlak yang
mestinyadimilikiolehanggotaBadanPermusyawaratanDesa (BPD)
sejajardenganfungsi legislator, artinya BPD
sebagaibadanlegislasidesamempunyaiwewenangmerumuskandanpenetapanperatur
andesa, sedangkankontroling, artinya BPD
berfungsimengawasipemerintahandesaterhadappelaksanaanRencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa)denganrealisasipelaksanaannya. Kesesuaianantararencana
programdenganrealisasi program danpelaksanaannyasertabesarnyadana yang
digunakandalampembiayaanpembangunanadalahukuran yang seharusnya menjadi




ammenjalankanfungsipengawasansesuaiUndang-UndangNomor 6 Tahun 2014




initerbuktidengantidak adanya pengajuan Pemilihan Kepala Desa semasa
ii
kekosongan jabatan strukturan Kepala Desa Bukit Payung Kecamatan
Bangkinang. Dan juga di temukannya perbedaan anggaran dengan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengangah Desa (RPJMDesa) dengan Anngaran
Pendapatan dan Pembelanjaan Desa  serta masih banyaknya tingkat Permasalahan
dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Sarana-Prasarana dan Sosial Budaya. Hal
inidisebabkanolehpertimbanganefektivitas.Faktor-faktor yang
menghambatperanBadanPermusyawaratanDesadalammenjalankanfungsipengawas
anmenurutUndang-UndangNomor 6 Tahun2014 tentangDesa di Desa Bukit
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